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ABSTRACT

POLICY EVALUATION OF SUSTAINABLE FOOD-CROP AGRICULTURAL
LAND PROTECTION IN BANDARLAMPUNG CITY

by

AchmadArnandaAlam

Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning the Sustainable Food-Crop Land
Protection in Bandarlampung city aims to make land conversion function controlled
and not widespread. However, Central Bureau of Statistics data in 2011 to 2015 reveals
that the area of agricultural land continues to decrease and land area in housing and
industrial parts continues to increase. The aim of this study was to determine the
effectiveness of Regional Regulation No 17 of 2013 concerning the theSustainable
Food-Crop Agricultural LandProtection in Bandarlampung City. This study used
descriptive research type method qualitative and data collection techniques were
interviews, observation, and documentation. This study theory by Edward I1I through 4
indicators, namely, (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, (4)
Bueraucratic structure, it can be concluded that Regional Regulation Number 17 of
2013 concerning the Sustainable Food-Crop Land Protection in Bandarlampung city is
not effective because those four indicators shows that the policy is still not
implemented. The result of this study showed that the Regional Regulation is not
effective in controlling land use conversion in Bandarlampung City.

Keywords: Evaluation, Policy, Land Use Conversion



ABSTRAK

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Achmad Arnanda Alam

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pangan
Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung bertujuan agar alih fungsi lahan dapat
dikendalikan dan tidak meluas terutama lahan pertanian. Namun berdasarkan data dari
Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai dengan 2015
ditemukan fakta bahwa luas lahan pertanian terus berkurang dan luas lahan pada bagian
perumahan dan industri terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
efektifitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe
penelitian deskriptif melalui metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data
yaitu, wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Edward IlI
melalui 4 indikator, yaitu: 1.) Communication, 2.) Resource, 3) Disposition, 4.)
Bueraucratic Structure, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan Di
Kota Bandar Lampung tidak efekktif, karena keempat indikator kebijakan masih belum
bisa melaksanakan point-point penting di dalamnya.

Kata Kunci: Efektifitas, Kebijakan, Alih Fungsi Lahan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas masyarakatnya bermata
pencaharian petani, oleh karena itu maka lahan pertanian menjadi faktor produksi
yang penting. Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, kebutuhan akan tempat
tinggal terus meningkat, sehingga lahan-lahan yang dulu digunakan pertanian kini
dialihfungsikan menjadi pemukiman penduduk. Pengalihan fungsi lahan ini terus
terjadi, bukan hanya disebabkan oleh kebutuhan akan tempat tinggal yang terus
meningkat, tetapi juga didukung oleh tumbuhnya sektor industri dan juga
didukung oleh faktor pemerataan perekonomian. Proses pemerataan
perekonomian pemerintah dibantu oleh pihak swasta membuka kawasan industri

dan hal ini juga menggunakan lahan pertanian yang subur.

Adapun berbagai macam faktor yang membuat meningkatnya kebutuhan akan
tanah, yaitu:

1. Populasi

2. Kebutuhan penduduk terhadap ruang karena peningkatan kualitas hidup

3. Memaksimalkan kota dan fungsinya

4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau

dimanfaatkan



5. Meningkatnya pembangunan

Kebutuhan akan tempat tinggal yang terus meningkat menyebabkan terjadinya
pengalihan fungsi lahan, dan hal ini permasalahan yang harus dihadapi oleh
pemerintah. Lahan yang kerap kali menjadi sasaran dalam memenuhi kebutuhan
akan tempat tinggal tersebut tentunya tidak lain adalah lahan pertanian. Pengalih
fungsian lahan sekarang sangatlah banyak dan terjadi karena begitu banyak
tuntutan kebutuhan akan tempat tinggal akhirnya para petani pun tergiur untuk
menjualnya dengan harga tinggi tanpa mengetahui dampak yang terjadi

selanjutnya.

Setiap segala sesuatu yang dikerjakan sekarang akan memiliki dampak di masa
depan. Alih fungsi lahan pertanian ini sendiri tentunya akan berdampak baik
ataupun buruknya pada masa mendatang. Secara garis besar alih fungsi lahan ini
tentunya akan mengganggu ketersediaan pangan untuk masyarakat. Lingkup
kecilnya sendiri alih fungsi lahan dapat berakibat kepada petani yang kehilangan
lapangan pekerjaan.Para petani yang tadinya dapat memenuhi kebutuhan berasnya
sendiri mereka jadi harus membeli. Selain itu, para petani tidak lagi memiliki
pekerjaan, yang akan berakibat lagi terhadap perekonomian yang tidak stabil di

daerah tersebut (Yunastiti Purwaningsih, Sutomo, Nurul Istigomah, 2015).

Alih fungsi lahan sendiri akan berpengaruh pada pendapatan yang dimiliki petani,
dari pemilik sawah, penggarap, penyewa, ataupun, buruh yang bergantung hidup
dari pertanian tersebut. Lalu jika alih fungsi lahan ini yang produktif menyerap
tenaga kerja yang banyak berdampak kepada penurunan kesempatan kerja

masyarakat dan pendapatan para petani. Turunnya pendapatan petani maka daya



beli akan menurun dan membawa dampak kepada turunnya aksebilitas ekonomi
rumah tangga petani terhadap pangan (Irawan, Bambang, 2015). Alih fungsi lahan
ini sulit diminimalisir, karena cenderung akan meningkat secara luas dan semakin
tinggi presentasenya disetiap tahun dan hal ini sangat berpengaruh terhadap

ketahanan pangan.

Selain itu, dampak lain yang terjadi karena alih fungsi lahan pertanian ini menurut

Sumaryanto, dkk (2001:9) yaitu:

1. Adanya degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional

2. Pendapatan di bidang pertanian menurun dan meningkatnya kemiskinan
masyarakat local

3. Pemubaziran investasi

4. Ekosistem sawah mengalami degradasi yang besar-besaran

5. Mengubah struktur kesempatan kerja dan pendapatan komunitas setempat

6. Perubahan budaya masyarakat yang tadinya agraris menjadi budaya urban

sehingga dapat meningkatkan kriminalitas.

Berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan menipisnya ketersediaan bahan
pangan dan mengharuskan impor pangan dari luar negeri.Terjadinya alih fungsi
lahan ini semacam menjadi ketergantungan bagi masyarakat. Dari tahun 1981
hingga tahun 1999 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian di pulau Jawa dengan
luas 1 juta ha di Jawa dan 0,62 juta ha di luar Jawa. Meskipun dalam periode yang
sama telah dibuat percetakan sawah yang baru dengan luas 0,52 juta ha di Jawa
dan sekitar 2,7 juta di luar pulau Jawa, tetapi pada kenyataannya percetakan lahan

tersebut tidak diikuti dengan pengontrolan alih fungsi lahan, alhasil tidak dapat



membendung tingginya peningkatan angka ketergantungan yang dimiliki

Indonesia terhadap impor bahan pangan. (http://www.kompasiana.comRabu 10

Oktober 2018 pukul 17.00).

Alih fungsi lahan dianggap menjadi persoalan besar ketika berakibat pada
kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan hidup manusia
terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia.
Indonesia sendiri memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak berdasarkan
hasil dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia tahun 2017
berjumlah 261,9 juta jiwa penduduk dan semakin tahun jumlah penduduk di
Indonesia semakin bertambah karena angka kelahiran lebih besar daripada angka

kematian.

Dengan jumlah penduduk yang semakin tahun semakin bertambah, ini harus
diimbangi dengan ketersediaan tempat tinggal yang ada, dalam hal ini sangat
berpengaruh.Hal ini mengakibatkan banyak ditemukan alih fungsi lahan pertanian
di berbagai daerah khususnya daerah perkotaan. Alih fungsi lahan dapat diartikan
sebagai suatu perubahan fungsi kawasan lahan dari fungsinya semula, menjadi
fungsi lain yang dapat menimbulkan dampak atau masalah terhadap lingkungan

dan potensi lahan (Utomo, 1992).

Sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, penggunaan lahan menjadi
terganggu dan mulai bermasalah.Hal ini  memunculkan kompleksitas
permasalahan akibat meledaknya pertambahan penduduk, penemuan dan

teknologi, serta dinamika pembangunan.Lahan yang semula berfungsi sebagai
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media bercocok tanam (pertanian), perlahan berubah menjadi multifungsi
pemanfaatan.Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan
bagi non-pertanian yang dikenal sebagai alih fungsi (konversi) lahan, semakin
hari semakin meninggi.Pertanian sendiri dapat memberikan banyak manfaat
seperti ekonomi, sosial dan lingkungan.Salah satu daerah perkotaan lahannya

banyak yang beralih fungsi ialah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Lahan sawah di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya terus berkurang.Fungsi
lahan yang sebelumnya dicanangkan sebagai lahan pertanian produktif banyak
yang beralih fungsi menjadi lahan industri, lahan pemukiman, lahan pabrik dan
kawasan perkantoran. Di Bandar Lampung sendiri di daerah Tanjung Senang,
daerah persawahannya sudah semakin menipis dikarenakan sudah banyak
perumahan penduduk yang berdiri di hamparan sawah.Hal serupa terjadi di daerah
persawahan Kampung Sinar Harapan di Kecamatan Rajabasa. Hal ini diperkuat

oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah ini :

Tabel 1.0 Luas Penggunaan Tanah di Kota Bandar Lampung
Table Tahun 2011-2015 (Ha)
Area of Land Utilization in Bandar Lampung Municipality,
2010- 2015(Ha)

Jenis Penggunaan Tanah Tahun/ Year
Kind of Land Utilization 2011 2013 2013 2014 2015
€)) 2 Q) (4) (©) (6)
1. Perkampungan / Village 6 335,19 6640,58 977198 100794 *)
2. Pertanian / Agriculture 10 435,44 963,58 6 552,03 6 244,62 *)
4. Hutan / Forest 532,62 532,62 532,62 532,62 *)
5. Rawa/ Swamp 5,50 5,50 5,50 5,50 *)
6. Perusahaan / Establish- ment312,76 333,92 350,66 390,8 *)
7. Industri / Industry 488,93 560,19 612,45 652,2 *)
8. Jasa-Jasa/ Services 441,41 498,25 793,53 802,1 *)
9. Lainnya/ Others 1150,64 1136,23 947,24 950,35 *)



1.0 Tanah kosong tdk di-19,72 51,13 155,98 9141 *)
peruntukkan / Empty land
Jumlah / Total 19722,0019 722,0019 722,0019 722,00 *)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2018

Jika dilihat dari data di atas yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung telah terjadi penurunan jumlah lahan pertanian dari tahun 2011 sampai
dengan 2014.Telah terjadi juga peningkatan penggunaan lahan pada bagian
industri, perkampungan dan jasa-jasa. Hal ini menunjukan semakin berkurangnya
lahan sawah di daerah perkotaaan yang dialih fungsikan dari lahan sawah menjadi
sektor industri ataupun perkampungan dan lain-lain.Dampak yang paling besar
dari pengalihan fungsi lahan pertanian tersebut ialah dapat mengancam produksi
pangan nasional karena lahan yang semakin sedikit mengakibatkan menurunnya

hasil produksi.

Dalam skala yang besar, stabilitas pangan nasional juga akan semakin sulit
dicapai. Mengingat jumlah penduduk semakin bertambah setiap tahunnya,
sehingga kebutuhan pangan pun juga bertambah. Namun lahan pertanian justru
semakin berkurang. Pangan sendiri adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang
sangat penting dimana pemenuhan pangan ini menjadi kebutuhan setiap manusia.
Tercapainya kebutuhan pangan ini di dalam sebuah negara adalah hal yang benar-
benar harus terpenuhi.Selain itu pangan juga merupakan peran penting dan
strategis di Indonesia, berdasarkan pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial,

ekonomi, dan politik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012).

Pemerintah Republik Indonesia sendiri tahun 2005 menetapkan sebuah strategi

mengenai Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK), dimana



strategi ini dibentuk untuk menindak lanjuti Program Peningkatan Ketahanan
Pangan yang merupakan upaya dari program sektor pertanian yang menjadi
prioritas. Permasalahan yang ditimbulkan dari akibat alih fungi lahan pertanian ke
non-pertanian bukan hanya menurunkan hasil produksi pangan tetapi juga
mempengaruhi  menurunnya kualitas lingkungan hidup, terutama yang
menyangkut sumbangan fungsi lahan sawah kepada konservasi tanah dan air

untuk menjamin kehidupan masyarakat di masa depan.

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan
konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di ranah
nasional, daerah dan rumah tangga. Sejumlah peraturan telah dibuat dalam
perundang-undangan, tetapi belum mampu mengendalikan alih fungsi lahan
pertanian. Daya efektifitas implementasi perundang-undangan sebagai instrument

pengendalian alih fungsi lahan belum bisa berjalan efektif.

Salah satu kebijakan yang mengatur tentang peraturan pengalihan fungsi lahan
ialah Undang-undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, memungkinkan adanya peralihan fungsi lahan jika terdapat
dua hal, yaitu jika terjadi bencana alam dan untuk pembangunan infrastruktur
untuk kepentingan publik. Juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung nomor 17 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan yang berisi tentang lahan pertanian yang ditetapkan untuk
dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok

bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.



Kajian-kajian yang pernah dilakukan bersamaan dengan penelitian ini adalah:

Tabel 2.0 Jurnal

No.

Peneliti Tahun | Jenis | Judul Penelitian

1.

Pajar Hatma Indra | 2018 Jurnal | Nasib Petani dan Ketahanan
Jaya Pangan Wilayah (Studi
Tentang Kebijakan Pemerintah
dan Respons Masyarakat Desa
Mulyodadi, Bantul Ketika
Harga Komoditas Pertanian
Naik)

Iswan Kaputra 2013 Jurnal | Alih Fungsi Lahan,
Pembangunan Pertanian dan
Kedaulatan Pangan

Brendhik A Dimas 2012 Jurnal | Dampak Alih Fungsi Lahan
Pertanian Terhadap Ketahanan
Pangan

Neli Adriana Savita 2016 Jurnal | Dampak Alih Fungsi Lahan
Pertanian Terhadap
Masyarakat Kabupaten
Pemalanga

Abdullah Ramdhani 2017 Jurnal | Konsep Umum Pelaksanaan
Kebijakan Publik

Sumber: Diolah oleh peneliti

1.

Penelitian oleh Pajar Hatma Indra Jaya (2018) dengan judul Nasib Petani dan
Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dan
Respons Masyarakat Desa Mulyodadi, Bantul Ketika Harga Komoditas
Pertanian Naik). Dalam penelitian ini membahas dampak dari kebijakan
impor pemerintah dan nasib petani yang ada di daerah Desa Mulyodadi,
Bantul yang latar belakangi oleh fenomena alih fungsi lahan dan konversi
pekerjaan dari pertanian ke non-pertanian yang setiap tahun angkanya selalu
meningkat.

Penelitian Iswan Kaputra (2013) dengan judul Alih Fungsi Lahan,

Pembangunan Pertanian, dan Kedaulatan Pangan. Penelitian ini berfokus



pada kedaulatan pangan yang terancam terus menurun akibat pengalihan
fungsi lahan pertanian yang tadinya dicanangkan sebagai lahan yang
produktif dalam memenuhi kebutuhan pangan wilayah Sumatera Utara.

3. Penelitian Brendhik A Dimas (2012) dengan judul Dampak Alih Fungsi
Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan. Penelitian ini berfokus pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kurang efektif dalam
penerapannya karena masih banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah perkotaan yang mengakibatkan lahan
pertanian harus beralih fungsi.

4. Penelitian Neli Ardiana Savita (2016) dengan judul Dampak Alih Fungsi
Lahan Pertanian Terhadap Masyarakat Kabupaten Pemalang. Penelitian ini
berfokus pada kurang maksimalnya kebijakan pemerintah yang mengatur
tentang pengalihan fungsi lahan yang membuat para petani di Kabupaten
Pemalang merasakan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Penelitian Abdullah Ramdhani (2017) dengan judul Konsep Umum
Kebijakan Publik. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek yang

mempengaruhi kebijakan publik.

Berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara penelitian penulis dengan jurnal di
atas adalah terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu pada
penelitian Pajar Hatma Indra Jaya mengkaji tentang nasib petani dan ketahanan
pangan, Iswan Kaputra mengkaji tentang alih fungsi lahan, pembangunan pada

sektor pertanian dan kedaulatan pangan, pada penelitian Brendhik A Dimas
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tentang dampak alih fungsi lahan yang mengancam kedaulatan pangan, Neli
Ardiana Savita yang berfokus pada dampak alih fungsi lahan terhadap masyarakat
sekitar dan Abdullah Ramdhani yang berfokus pada aspek-aspek yang
mempengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan
sebelumnya penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada “Efektifitas
Kebijakan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota

Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini
pada Bagaimana Efektifitas Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengevaluasi kebijakan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung

D. KegunaanPenelitian

1. SecaraPraktis
Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan

pemikiran, saran-saran bagi pemerintah Kota Bandar Lampung.
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Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran,
informasi, dan pengetahuan dalam khasanah IImu Pemerintahan khususnya
yang berkaitan dengan Kebijakan Pengalih Fungsian Lahan Di Kota Bandar

Lampung.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik (Public Policy)

1. Makna Kebijakan Publik (Public Policy)

Kebijakan publik bagi masyarakat pada umumnya hanya dipandang sebagai apa
yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal, definisi kebijakan publik tidak terbatas
pada apa yang hanya dilakukan oleh pemerintah saja, dan juga dapat memiliki
definisi yang lebih luas dari itu. Pemberian definisi yang luas ini, dimaksudkan
agar pemahaman atas apa yang disebut dengan kebijakan publik dapat menjadi

lebih luas pula.

Secara harfiah, kebijakan publik (2004:17) adalah terjemahan dari kata policy
yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Oleh Kkarena,
pemerintahlah yang memunyai wewenang dan bertanggungjawab melayani
kepentingan umum. Selain itu, juga sejalan dengan pengertian publik itu sendiri,
dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum.
Berkaitan dengan upaya untuk memahami dan membangun pemahaman terhadap
definisi kebijakan publik. Oleh sebab itu, peneliti mengutip pendapat yang
dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu :

a. Robert Eyestone (2014:20) Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai

hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.



13

b. Thomas R. Dye (2012:14) Kebijakan publik memiliki makna sebagai sebuah
pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh
pemerintah.

c. Wilson (2012:13) Kebijakan publik adalah tindakan—tindakan, tujuan—tujuan,
dan pernyataan—pernyataan pemerintah mengenai masalah—masalah tertentu,
langkah—langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk
diimplementasikan, dan penjelasan—penjelasan yang diberikan oleh mereka
mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

d. Muchlis Hamdi (2014:37) Kebijakan publik adalah pola tindakan yang
ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-—

undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Jadi, berdasarkan pada definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh
para ahli di atas. Dapat dipahami, bahwa definisi kebijakan publik tidak hanya
sebatas pada apa yang dilakukan oleh pemerintah saja. Namun secara lebih luas,
definisi kebijakan publik juga mencakup pada bentuk pernyataan, tujuan, dan
pilihan tindakan pemerintah untuk tidak atau melakukan suatu hal, serta bentuk
kerjasama unit pemerintahan yang selanjutnya diwujudkan dalam peraturan

perundang—undangan.

Kebijakan menurut Charles O. Jones (2012:19) istilah kebijakan (policy term)
digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan
kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.lstilah ini sering diganti dengan
tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standard, proposal dan grand

design. Sementara menurut Anderson (2012:21) didefinisikan sebagai berikut: “
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kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan”.

Sebuah kebijakan mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan
umumnya tujuan tersebut ingin dicapai sesorang, kelompok ataupun
pemerintah.Tentunya sebuah kebijakan mempunyai penghalng tetapi harus
mencari peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan, yang
artinya kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik sosial
yang ada di masyarakat. Adapun kebijakan yang berisi nilai yang bertentangan
dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka akan mendapat hambatan dan
halangan ketika diimplementasikan. Akan lebih baik jika suatu kebijakan mampu
mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik yang telah ada dimasyarakat dan ikut

berkembang di dalamnya.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
merupakan suatu lingkup kegiatan yang dibuat oleh para aktor pejabat instansi
pemerintahan maupun organisasi lain sebagai alat pemecahan suatu masalah
untuk mencapai tujuan bersama dan dalam pelaksanaannya terkadang

dicantumkan beberapa sanksi sebagai penopang jalannya suatu kebijakan tersebut.

2. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum menurut Dror (2012:3) ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung
dari kata policy science. Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy
memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintah

merupakan aktor yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan
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masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan publik. Hal ini sejalan
dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti

pemerintah, masyarakat atau umum.

Dye (2012:4) menyebutkan kebijakan merupakan sebagai pilihan pemerintah
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dye mengatakan bila pemerintah
memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan
negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan karena semata- mata
pernyataan keinginan pemerinah ataupun kelompok tertentu. Sesuatu yang tidak
dilakukan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Sebab, ia akan
mempunyai pengaruh atau dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang

dilakukan oleh pemerintah.

Sementara Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan sebagai media untuk mencapai
tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan
dengan tujuan, nilai dan praktek. Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling
pokok bagi suatu kebijakan adalah adaya tujuan dan sasaran. Kebijakan
merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah
yang menurut Edwards dan Sharkansky (2000:19) dapat ditetapkan secara jelas
dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pidato pejabat
teras pemerintah atau pun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang
dilakukan pemerintah. Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat- pejabat pemerintah.
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Sedangkan istilah publik dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga
elemen vyaitu pemerintah, masyarakat dan umum. Kebijakan publik adalah
kebijakan dari pemerintah. Maka dari itu salah satu ciri kebijakan adalah kebijkan
dari pemerintah ialah dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian
mempunyai  kewenangan yang dapat memaksa masyarakat  untuk
mematuhinya.Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit,
tetapi luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan publik berfungsi sebagai

pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnnya.

Menurut W. | Jenkins (2012:15) menjelaskan mengenai kebijakan publik, yaitu:
“suatu rangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang
aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara mencapainya
dalam suatu situasi, keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam

batas-batas wewenang kekuasaan dari aktor tersebut”.

Demikian pula dengan definisi yang ditawarkan oleh Wilson (2012:154) yang
merumuskan kebijakan publik sebagai The action, objectives, and
pronouncements of governments on particular matters, the step they take (or fail
to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or

does not happen).

Penjelasan dari Wilson tersebut dapat didefinisikan bahwa kebijakan merupakan
tindakan dan pernyataan pemerintah mengenai masalah—-masalah tertentu yang
sedang diambil untuk diimplementasikan dan penjelasan yang diberikan oleh

mereka mengenai yang terjadi atau tidak terjadi.
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Merujuk dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan rangkaian keputusan atau tindakan pemerintah yang berbentuk
program-program Yyang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di

masyarakat yang memiliki tujuan dan sasaran yang bersifat memaksa.

3. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dan penyusunannya melalui
berbagai macam proses. Proses pembuatan kebijakan sendiri merupakan proses
yang sangat kompleks karena melibatkan beberarapa variable yang harus dikaji
dahulu. Terkadang sebuah kebijakan mempunyai sifat penekanan yang tegas dan
memaksa, sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintah, non-
pemerintah dan swasta. Hal ini berarti bahwa sebuah kebijakan publik menuntut
ketaatan yang besar dari semua elemen. Jika suatu kebijakan tanpa didasari
legalitas hukum maka kebijakan tersebut dianggap tidak efektif dan lemah. Proses

pembuatan kebijakan sendiri akan dilakukan melalui beberapa tahap.

Menurut Dunn (Winarno, 2014:35-37), tahapan—tahapan kebijakan publik terdiri

atas beberapa tahapan berikut :

1. Tahap penyusunan agenda setting Pada tahap ini, para pejabat yang dipilih
dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya
masalah-masalah publik berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke
dalam agenda kebijakan. Kemudian, barulah pada akhirnya beberapa masalah
masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahapan agenda setting, suatu

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain
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ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan—
alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan
kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan
masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang
ada. Pada tahap ini masing—masing aktor akan mengusulkan pemecahan
masalah yang terbaik.

Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang
ditawarkan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan diadopsi
dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga
atau keputusan peradilan.

Tahap implementasi kebijakan Keputusan program kebijakan yang telah
diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan,
yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen
pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan
oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan
manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling
bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari
pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para
pelaksana.

Tahap evaluasi kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan
dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk
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meraih dampak yang diinginkan. Tujuannya, adalah memperbaiki masalah
yang akan dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran
atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai kebijakan publik telah

menarik dampak yang diinginkan.

Menurut Winarno (2014: 251 dan 258), tahap evaluasi kebijakan dapat
dipandang sebagai akhir proses kebijakan dan dapat juga diartikan tidak.
Sebab, setelah tahap evaluasi kebijakan masih ada tahap perubahan dan
terminasi kebijakan. Kedua tahapan ini dilaksanakan setelah masalah dan
kegagalan kebijakan diidentifikasi. Namun demikian, tentunya tidak semua
kebijakan akan menemukan masalah sehingga gagal meraih dampak yang
diinginkan, banyak juga diantaranya yang berhasil. Oleh karena itu,
rekomendasi yang diajukan adalah terus menjalankan kebijakan tersebut.
Sedangkan menurut Subarsono (2007:41) dikatakan bahwa “proses kebijakan
adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Seperti paparan menurut para ahli diatas, proses kebijakan tidaklah lepas dari

adanya tahapan formulasi kebijakan. Hal tersebut diperkuat oleh Dunn (2012:13)

yang membagi empat tahapan dalam proses penyusunan kebijakan, yaitu:

a.

Perumusan masalah
Perumusan masalah sebuah kebijakan adalah langkah awal dalam perumusan
kebijakan. Untuk merumuskan kebijakan dengan baik, masalah publik harus

dirumuskan dan diidentifikasi dengan baik pula.
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Agenda kebijakan

Agenda kebijakan yang dijadikan proses kebijakan tidak semua dapat
mengakomodir isu masalah yang ada. Masalah yang masuk dalam agenda
kebijakan memiliki syarat seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang
besar bagi masyarakat dan harus segera diselesaikan. Masalah-masalah
tersebut akan terseleksi dengan sendirinya hingga akhirnya masuk dalam
proses agenda kebijakan. Masalah publik yang akan dihadapkan pada
beberapa kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan
kebijakan maka pilihan-pilihan kebijakan akan lebih didasarkan pada
kompromi dan negosiasi antar aktor yang berkepentingan dalam
pembentukan kebijakan tersebut masuk dalam agena kebijakan akan dibahas
oleh perumus kebijakan.

Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah

Dalam pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan suatu masalah,
perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan antar kepentingan
berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan kompromi dari
semua kelompok kepentingan yang terlibat di dalam pembentukan kebijakan.
Tahapan penetapan kebijakan

Pada tahap penetapan kebijakan diperlukan kekuatan hukum yang mengikat
berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan
menteri-menteri dan lainnya. Hal ini merupakan lanjutan tahapan dan
alternatif kebijakan yang diambil berdasarkan adanya kompromi dan
negosiasi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam proses

kebijakan tersebut.
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4. Tinjauan Tentang Pelaksaan Kebijakan

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
dan pihak swasta secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam aspek materiil maupun
spiritual (Afandi & Warijo, 2015). Akan tetapi pembangunan perlu dikendalikan
melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan untuk menjamin
proses pembangunan tersebut terarah dan tertata sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.

Terbentuknya kebijakan publik didasari kebutuhan guna menyelesaikan masalah
yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para aktor
(stakeholder), terutama pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik sendiri
merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau
sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan
dan kelebihan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik
tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat
dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasai atas pelaksanaan suatu

kebijakan (Rohman, 2016:22).

Secara sederhana pelaksanaan kebijakan merupakan pelaksanaan atau penerapan
suatu kebijakan.Pelaksanaan kebijakan bermulai dari aktivitas, aksi, tindakan, atau
mekanisme yang disatukan pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan
merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu
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(Afandi & Warijo, 2015: Haerul, Akib, & Hamdan). Kebijakan dapat berasal dari
seorang atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program atau aktivitas

atu tindakan dengan tujuan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem yang meliputi: input,
proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda
pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai
proses politik yang dilakukan elit politik dan kelompok-kelompok penekan.
Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Wahyudi, 2016). Oleh
karena itu, kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dibuat sekali untuk
rentang waktu tertentu sebagai sebuah solusi atas permasalahan yang ada dan

kepentingannya melayani (Godin, Rein, & Moran, 2006).

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010) menyatakan bahwa :

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada
pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan
secara acak dan kebetulan.

2. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling
berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan
tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan
yang berdiri sendiri

3. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan yang sengaja diperlakukan

secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu
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4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat posited dalam arti merupakan
pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu
masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat

pemerintah untuk melakukan tindakan sesuatu.

Pelaksaan kebijakan sendiri merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan
dan penetapan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai
tindakan yang diambil, baik perorangan ataupun kelompok pemerintah, yang
diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan tersebut. Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan
sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh aktor pembuat kebijakan

(pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007)

menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup elemen-elemen inti

sebagai berikut:

1. Rincian program, yaitu bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus
menjalankan program tersebut dan bagaimana kekuatan hukum yang
ditafsirkan.

2. Pengalokasian sumber daya, yaitu bagaimana penggunaan anggaran, personil
yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan program.

3. Keputusan, yaitu bagaimana keputusan yang dilakukan

Proses pelaksaan kebijakan juga tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
administratif pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program

dan menimbulkan ketaatan dari kelompok sasaran, dan juga menyangkut jaringan
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pada kekuatan-kekuatan ekonomi, politikm dan sosial yang dapat mempengaruhi
secara langsung maupun tidak langsung perilaku dari aktor yang terlibat

(stakeholders).

Pelaksanaan kebijakan publik menurut teori Merilee S. Grindle dapat dipengaruhi
oleh dua variabel, yaitu: isi dari kebijakan (content of policy) dan lingkungan
pengimplementasiannya (context of implementation). Kedua variabel tersebut
mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran yang tertuang dalam isi
kebijakan, sejauh mana manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, dan sejauh

mana perubahan yang diinginkan dari kebijakan tersebut (Subarsono, 2011).

Menurut teori Meter dan Horn menyatakan paling tidak dijumpai sedikitnya lima
variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

2. Sumberdaya

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

4. Karakteristik agen pelaksanaan

5. Dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Kegiatan evaluasi merupakan bagian penting bagi keseluruhan proses analisis
kebijakan publik, ada beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada
kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua

bagian yaitu internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:



25

1. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan dengan adanya evaluasi
kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses atau
malah sebaliknya.

2. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan, kegiatan evaluasi kebijakan dapat
mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau
tidak.

3. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (guarantee to non-

recurrence).

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal setidaknya untuk dua kepentingan, yaitu
sebagai berikut :
a. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik

b. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan (Suharno, 2013:184).

Penilaian kebijaksanaan merupakan langkah terakhir dari suatu proses
kebijaksanaan, dalam tahap ini dilakukan suatu penilaian atau pengukuran
terhadap suatu kebijakan yang sebelumnya telah diimplementasikan. Evaluasi
adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, evaluasi baru dapat
dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu memang tidak ada
batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Subarsono,
2016:119). Evaluasi terutama menekankan pada penciptaan premis-premis nilai
yang diperlukan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan
Scriven dalam (Dunn, 2013:607). Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan

antara harapan dengan kenyataan (Nugroho, 2017:784).
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Pemerintah seringkali kesulitan untuk membedakan antara outcome dan output
Hal ini terjadi karena ketika pemerintah memahami proses yang dianalisis, yang
diperhatikan itu hanya proses di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Ini cara
pandang yang disebut sebagai state centric. Pemerintah ketika menganalisis
proses, yang dianalisis adalah proses pembukuan, proses penganggaran, proses
pengorganisasian dan seterusnya, sementara 19 proses yang terjadi di masyarakat

nyaris tidak tersentuh (Santoso, 2010:156).

Perlu disini ditegaskan bahwa hasil kebijaksanaan (policy outputs) berbeda
pengertianya dengan dampak kebijaksanaan (policy outcomes atau policy
consequences). Hasil kebijaksanaan adalah apa- apa yang telah dihasilkan dengan
adanya proses perumusan kebijaksanaan pemerintah, misalnya : kebijkasanaan
tentang perumahan akan menghasilkan pembangunanpembangunan rumah,
sedangkan dampak Kkebijaksanaan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-
konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakanya kebijaksanaan tadi (Islamy,

2001: 114).

Berdasarkan pemahaman di atas kebijakan publik tidak boleh hanya sekedar
diimplementasikan tetapi harus memiliki standar keberhasilan agar di masa yang
akan datang kebijakan dapat dikembangkan kembali, dan juga sebagai
pembelajaran  stakeholder agar lebih bervariasi untuk menyelesaikan
permasalahan publik sehingga pada praktinya kebijakan publik tidak hanya

bermuatan politis dari berbagai kepentingan.
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1. Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjukan
pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program, secara
umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian

angka (rating) dan penilaian (assessment) (Dunn, 2016:608).

Stewart evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan
yang ditunjukan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya
suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat (Agustino,

2016:163).

Inti evaluasi adalah pengevaluasian hasil program atau kegiatan lain apa yang
terjadi yang tidak akan terjadi dalam ketiadaannya dan keefektifan relatif dalam
serangkaian program atau kegiatan proyek-proyek individual atau jenis-jenis
proyek apakah yang berjalan paling baik, dengan kata lain evaluasi program atau
proyek pemerintah merupakan suatu proses evaluasi yang direncanakan untuk
memberikan informasi tentang pelaksanaan sekarang dan keefektifannya guna
membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang

(Moekijat, 1995:181).

Pendapat beberapa ahli di atas membuat peneliti berpendapat bahwa evaluasi
tidak semata-mata untuk melihat hasil negatif atau mencari kekurangan dari
kebijakan tetapi menjadi metode untuk memberikan sesuatu yang tepat dan dapat
dikembangan melalui penelitian yang dikembangkan sebagai faktor pertimbangan

serta penilaian, memberikan sebuah usulan dan solusi untuk menyelesaikan
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permasalahan dari akarnya dan menjadikan kebijakan lebih baik di masa yang

akan datang.

2. Langkah- Langkah Dalam Evaluasi Kebijakan Evaluasi

Berdasarkan beberapa indikator diatas dalam pelaksaan kebijakan menurut para
ahli, bahwa teori yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teori
pelaksanaan kebijakan menurut Edwards I1l. Alasan penulis menggunakan teori
ini karena indikator pelaksanaan teori ini sesuai dengan fokus penelitian yang
peneliti lakukan vyaitu fokus pada tidak terlaksananya kebijakan mengenai

pengalihan fungsi lahan yang terjadi.

Edwards 11l (2015) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan
kegiatan yang kompleks disertai dengan banyak faktor yang mempengaruhi
keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, Edward Il menyebutkan
bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut

dalam keberhasilannya, yaitu:

1. Communication

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dikomunikasikan
dengan baik kepada organisasi atau publik yang berlaku sebagai pihak yang
terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi merupakan salah satu variabel yang
penting dalam mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat
menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan

mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui
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para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi baik. Terdapat

tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel

komunikasi, yaitu:

- Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran
komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan
banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi,
sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.

- Kejelasan, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dapat diterima dan
dimengerti antara satu dengan lainnya dan tida membingungkan atau ambigu.

- Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
haruslah konsisten dan jelas, karena jika sebuah perintah yang diberikan
sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di

lapangan.

2. Resource

Yaitu sumber daya yang mecakup SDM yang memadai dari segi jumlah dan
kemampuan dan sumber daya lain seperti sarana, prasarana, wewenang serta
sumber daya informasi. Edward Ill mengemukakan bahwa sumberdaya dapat
diukur dari aspek kecukupan di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.
Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.
Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejaunh mana sumberdaya dapat

mempengaruhi kebijakan tersebut terdiri dari:
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- Sumberdaya manusianya, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi
kebijakan salah satunya disebabkan oleh pegawai yang tidak cukup memadai
ataupun yang tidak kompeten dalam bidangnya.

- Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk
yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan
informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan
dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

- Fasilitas fisik, juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.
Implementator mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel yang
kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan pra-sarana maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Dispositon

Sikap pelaksana berkenaan dengan kesediaan dari para pelaksana untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mempunyai kecendrungan
atau sikap posiif atau adanya dukugan terhadap implementasi kebijakan maka
terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai
dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersifat negatif
atau menolak terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan
akan menghadapi masalah yang serius atau bahkan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

4. Bureaucratic structures
Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara

keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan
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birokrasi diciptakan hanya untuk menjalanakan suatu kebijakan tertentu.
Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi
suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan

menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

C. Tinjauan Tentang Penggunaan Lahan Pertanian

1. Tinjauan Tentang Lahan

Arsyad (1989:207) mendefinisikan bahwa lahan diartikan sebagai lingkungan
fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang
diatasnya sepanjang ada pengaruh terhadap penggunaan lahan, termasuk
didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang, seperti hasil
reklamsi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tanah
yang tersalinasi. Notohadiprawiro ( 1999:1) mengemukaan bahwa “ lahan dapat
diartikan sebagai suatu sumberdaya darat bergatra bahan, energi dan ruang yang
termanfaatkan bagi permukiman masyarakat manusia secara tetap dalam berbagai

ragam jelmaan ekonomi, sosial dan budaya”.

Dari berbagai definisi lahan tersebut maka dapat disimpulkan lahan merupakan
gabungan dari berbagai unsur sumberdaya yang ada meliputi tanah yang menjadi
ruang untuk tempat tinggal manusia dalam melakukan segala aktivitas hidupnya.

Berdasarkan fungsinya lahan difungsikan sebagai berikut:
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a. Sebagai pelindung (konservasi) yaitu lahan mampu menjadi pelindung
apabila difungsikan sebagai hutan, cagar alam untuk berbagai jenis tumbuhan
dan hewan.

b. Sebagai penghasil yaitu berfungsi sebagai penghasil apabila lahan tersebut
menghasilkan kayu sebagai bahan bangunan dan bahan bakar, rumput sebagai
makanan ternak, bahan mineral dan bahan tambang.

c. Sebagai tapak/site yaitu berfungsi sebagai tapak atau site apabila digunakan
sebagai kawasan industri, permukiman, perkantoran, dan sarana masyarakat

dan sebagainya.

2. Tinjauan Tentang Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur
tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya
baik materill maupun spiritual.Penggunaan lahan dapat dibagi menjadi dua
golongan yaitu penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Penggunaan lahan
pertanian dapat dibedakan dalam dua garis besar ke dalam macam penggunaan
lahan berdasarkan penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan
atau yang terdapat diatas lahan tersebut. Di atas lahan tersebut terdapata berbagai
macam penggunaan seperti tegalam, sawah, kebun, padang rumput, hutan

produksi, hutan lindung, dan sebagainya (Arsyad, 1989:207).

3. Tinjauan Tentang Lahan Sawah
Menurut Hardjowigeno dan Rayes (2005:1) sawah adalah tanah yang digunakan
untuk menanam padi baik secara terus menerus sepanjang musim maupun

bergiliran dengan tanaman palawija.Istilah sawah bukan merupakan istilah
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taksonomi, tetapi merupakan istilah umum seperti tanah hutan, tanah perkebunan,

tanah pertanian dan sebagainya.

PODES Sleman (2008) dalam arminah (2012:20) yaitu “lahan sawah merupakan
areal atau bidang yang diusahakan untuk kegiatan pertanian lahan basah atau
kering digenangi air secara periodic atau terus menerus dengan vegetasi yang

diusahakan dan tanaman utamanya adalah tanaman padi”.

D. Tinjauan Tentang Kebijakan Pengalihan Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan manusia.Alih
fungsi lahan tersebut sudah berlangsung lama, bahkan seusia dengan peradaban
manusia itu sendiri.Alih fungsi lahan telah dianggap menjadi masalah apabila
berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh keberlangsungan hidup
manusia terkait pembangunan untuk menunjang peradaban manusia.Di Indonesia
pun sudah ada kebijakan yang mengatur pengalihan fungsi lahan tersebut di dalam
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang berisi tentang kemungkinan adanya pengalihan fungsi
lahan apabila terdapat dua hal, yaitu jika terjadi bencana alam atau untuk

pembangunan infastruktur demi masyarakat.

Di Kota Bandar Lampung sendiri hal ini bukanlah hal baru dan juga telah diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan yang telah diatur dalam pasal 4a
sampai dengan 4i yang berisi:

a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
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b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan

d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
f.  Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani

g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
h. Mempertahankan keseimbangan ekologi

i.  Mewujudkan revitalisasi pertanian

E. Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan tentang pelaksanaan
kebijakan yang berasal dari aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang
dirangkum dalam suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan adalah suatu
kegiatan atau aktifitas terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh yang

dilandasi norma yang berlaku dan terarah untuk mencapai tujuannya.

Terlihat jelas bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan suatu pengukuran dalam
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan
ukuran pelaksanaan dimana target yang telah ditentukan sebelumnya sesuai

dengan harapan.

Edwards Il dalam Ruslli (2015) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan kegiatan yang kompleks disertai dengan banyak faktor yang

mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut, Edward
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I11 menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan tersebut dalam keberhasilannya, yaitu:

1. Communication

Berkenaan dengan bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dikomunikasikan
dengan baik kepada organisasi atau publik yang berlaku sebagai pihak yang
terlibat dalam pelaksanaannya. Hal ini berperan penting dalam pelaksanaan
karena menjadi acuan bagi implementator agar mengetahui persis apa yang
dikerjakan. Communication dapat juga dinyatakan sebagai pengarah agar
pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang diinginkan.Edwards IlI
menyatakan bahwa syarat pertama agar pelaksanaan kebijakan efektif adalah
kebijakan harus dapat disampaikan dan diketahui oleh pihak yang memiliki
keterlibatan dalam pelaksanaannya.Selanjutnya Edwards 11l menambahkan agar
penyampaian dapat dilakukan dengan baik diperlukan juga komunikasi yang baik.
2. Resource

Yaitu sumber daya yang mecakup SDM yang memadai dari segi jumlah dan
kemampuan dan sumber daya lain seperti sarana, prasarana, wewenang serta
sumber daya informasi. Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan tidak efektif
apabila implementator kekurangan sumber daya. Sumber daya manusia berkaitan
dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara
efektif. Sedangkan sumber daya yang lain juga diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan.

3. Dispositon

Sikap pelaksana berkenaan dengan kesediaan dari para pelaksana untuk

melaksanakan kebijakan tersebut.Dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya
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pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan, namun kemauan untuk
menerapkan kebijakan juga dibutuhkan. Sebab kemauan juga dapat
mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri
tidak akan berjalan apabila tidak ada kemauan dari pihak yang menerapkan
kebijakan tersebut.

4. Bureaucratic structures

Kesesuaian dengan organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara pelaksanaan
kebijakan tersebut. Hal inilah yang nantinya akanmemberikan dampak bagi
pelaksanaan kebijakan, sebab bila organisasi yang menyelenggarakan
implementasi memiliki struktur birokrasi yang buruk atau lemah, maka hasil dari
penerapan kebijakan pun tidak akan baik atau bahkan gagal. Struktur birokrasi
yang kuat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja sumber daya yang
ada dalam proses pelaksanaan kebijakan agar pembagian tugas dapat maksimal

guna menghindari ketimpangan tugas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan teori ini maka dapat dipastikan terlaksana atau tidaknya kebijakan
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dengan
Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 dalam wilayah Kota Bandar Lampung
yang ditetapkan oleh pada saat itu yaitu Sjachroedin Z.P. pada tanggal 9 Oktober

2013. Berikut adalah gambar dari kerangka pikir penelitian:
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I11.  METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif,
yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data sertain formasi
berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Tipe
penelitian deskriptif artinya melibatkan proses konseptualisasi dan mengjasilkan
pembentukan Klasifikasi dengan pendekatan kualitatif. Metode ini tidak terbatas
sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis. Penyampaian data dan
informasi serta digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna

dan mudah dipahami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terlaksana atau tidaknya kebijakan
tentang pengalihan fungsi lahan di Kota Bandar Lampung, namun dalam melihat
objek tersebut tidak selalu cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan
tetapi perlu melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan harus menemukan

lebih jauh sesuatu yang nyata tersebut (Sugiyono, 2015:45).

Menurut pendapat Sugiono (2009:9) metode penelitian kualitatif ini merupakan
metode penelitian yang didasari pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti keadaan suatu objek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) di

mana peneliti sebagai sebuah instrument kunci, teknik pengumpulan data yang
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dilakukan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,

dan hasil penelitian lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi.

Sugiyono (2015:1) mendefinisikan penelitian kualitatif ini sebagai metode yang
muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu
realitas/fenomena/gejala. Dalam paradigm ini realitas social dipandang sebagai
sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna.
Menurutnya pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau
organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagian

dari suatu keutuhan.

Moloeng (2009:5) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian
dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode
yang ada. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi,
motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

metode yang ilmiah.

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu, untuk mengetahui
efektif atau tidaknya kebijakan yang sangat membutuhkan masukan serta
wawancara yang baik dari instansi terkait dan para pelaksana kebijakan itu

sendiri.
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Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif dikarenakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata- kata tertulis dan gambar
yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape,
dokumen pribadi dll (BeniKurniawan, 2012:23). Pertimbangan lain peniliti
menggunakan metode penelitian ini adalah karena hasil wawancara yang baik dari
pihak-pihak terkait akan memberikan kesimpulan yang menarik dan hasil yang

maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas, biasa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif
kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud menafsirkan fenomena yang
terjadi dan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dan member

gambaran melalui data dan sampel yang telah dikumpulkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, seorang peneliti harus menetapkan fokus
penelitian. Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam
lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas,

namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas diteliti semua.

Sprandley (2009:208), menyatakan bahwa fokus penelitan merupakan domain
tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Moloeng (2009:94)
berpendapat, bahwa fokus penelitian sangatlah penting mempunyai dua maksud

yang ingin dicapai karena mempunyai dua maksud yang ingin dicapai, yaitu:
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1. Penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi. Dengan menetapkan fokus
penelitian, peneliti tidak perlu kesana, kemari untuk mencari subjek penelitan,
karena subjek penelitian tersebut sudah dengan sendirinya dibatasi oleh fokus.

2. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau
kriteria masuk-keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru

diperoleh lapangan.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian
dalam penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung. Dalam fokus
penelitian ini, peneliti ini menetapkan fokus penelitiannya pada fenomena
kebijakan alih fungsi lahan yang belum maksimal melalui 4 indikator melalui

perspektif Edward I, yaitu:

a. Communication

Komunikasi dapat juga dinyatakan sebagai pengarah agar pelaksanaan kebijakan
tidak keluar dari sasaran yang diinginkan. Edwards 111 menyatakan syarat pertama
agar pelaksanaan kebijakan menjadi efektif adalah kebijakan harus disampaikan
dan diketahui oleh pihak yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya Edwards Il menambahkan agar penyampaian dapat dilakukan

dengan baik diperlukan juga komunikasi yang baik.

b. Resource
Pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila implementator

kekurangan sumber daya. Sumber daya manusia berkaitan dengan kecakapan
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pelaksanaan kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Sedangkan

sumber daya yang lain juga diperlukan untuk mendukung pelaksana kebijakan.

c. Disposition

Sikap pelaksana berkenaan dengan kesediaan dari para pelaksana untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya
pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan, namum kemauan dari pihak yang

menerapkan kebijakan tersebut.

d. Bueraucratic Structures

Kesesuaian dengan organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara pelaksanaan
kebijakan tersebut. Hal inilah yang nantinya akan memberikan dampak bagi
pelaksanaan kebijakan, sebab bila organisasi yang menyelenggarakan
implementasi memiliki struktur birokrasi yang buruk atau lemah, maka hasil dari
penerapan kebijakan pun tidak akan berjalalan dengan baik atau bahkan gagal.
Fokus juga dapat di artikan sebagai domain tunggal atau beberapa domain yang

terkait dengan situasi sosial.

Menurut Sugiyono (2015:34) pembatasan masalah dan topic dalam penelitian
kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang akan
dipecahkan, selain juga factor keterbatasan tenaga, dan waktu. Suatu masalah di
katakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui penelitian akan

semakin menimbulkan masalah baru.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah media yang sangat membantu untuk
menemukan data yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga lokasi itu sangat
menunjang untuk memberikan informasi yang valid. Moloeng (2009:128)
Menyebutkan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti
melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa Yyang
sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mengumpulkan data-data

yang akurat.

Dalam menentukan lokasi penelitian, metode yang digunakan ialah dengan cara
mempertimbangkan teori substantive dan dengan mempelajari fokus dan juga
rumusan masalah penelitian. Perlu dipertimbangkan juga keadaan geografis dan
praktis, seperti waktu, biaya serta tenaga dalam penentuan lokasi penelitan. Dalam
penelitian ini lokasi penelitian yang telah ditentukan pada penelitian ini dengan
dinas-dinas terkait yaitu, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar
Lampung, Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dan pada petani atau pemilik

lahan yang mengalih fungsikan lahnnya.

D. Informan

Informan Merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Informan ditentukan melalui sebuah teknik penentuan
berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang ditentukan pada penelitian ini
ditentukan dengan purposive sampling. Agar informasi yang didapat lebih
akurat dan actual maka informan yang dimaksud haruslah mengetahui dan

memahami sepenuhnya mengenai objek kajian yang diteliti. Dalam konteks ini,
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informan sebagaimana dijelaskan di atas ditentukan secara purposive sampling
yaitu berdasarkan pemikiran logis informan sengaja dipilih oleh peneliti guna
memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Informan

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.0

No. | Kelompok Informan Nama Jabatan/Pekerjaan

1 Dinas Pertanian Kota | Ir. Yaumil Khair Sekretaris Dinas Pertanian
Bandar Lampung Kota Bandar Lampung

2 Dinas Perumahan dan | Harry =~ Gumanti | Bagian  Humas  Dinas
Permukiman Kota | M.M Perumahan dan
Bandar Lampung Permukiman Kota Bandar

Lampung

3 Kelompok Petani Adi Saputra Petani/Pemilik Lahan

4 Kelompok Petani Reza Saputra Petani/Pemilik Lahan

5 Kelompok Petani Bayu Aninda Petani/Pemilik Lahan

Sumber: Diolah oleh peneliti

E. Jenis Data

Sumber data penelitian kualitatif berbentuk kata-kata, tindakan, dantambahan data
seperti dokumentasi dan lainnya. Ada dua jenis sumber data dalam metode

penelitan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu:

a. Data primer
Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya yang berupa
wawancara dengan informan. Data primer adalah data yang didapat dari informan

yang berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan yang sebenarnya
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terjadi tanpa adanya perantara dari orang lain yaitu wawancara dengan informan

yang dijadikan subyek dalam penelitian. Teknik pemilihan informan dalam

penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling, karena disesuaikan

dengan bentuk dan ciri penelitian. Data primer merupakan suatu objek atau

dokumen original-material mentah dari pelaku yang dapat disebut First-hand

information (2012:289). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung

dari informan di lapangan melalui wawancara mendalam (indept interview) dan

observasi partisipasi. Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.0
No | Kelompok Nama Instrumen Waktu
Informan Pengambilan
Data Primer
Dinas Ir. Yaumil Khair Wawancara | 6 Februari 2019
1. | Pertanian Pukul 10:57
Dinas Harry Gumanti M.M | Wawancara | 7 Februari 2019
2. Perumahan Pukul 09:00
dan wWIB
Permukiman
Kelompok Adi Saputra Wawancara | 10 Februari
3. | Petani 2019
Pukul 14:30
WIB
Kelompok Reza Sapurta Wawancara | 8 Februari
4. Petani 2019 Pukul
12.30
Kelompok Bayu Anindita Wawancara | 8 Februari 2019
5. | Petani Pukul 15.45

Sumber: Diolah oleh peneliti
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b. Data sekuender

Data sekuender adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan
yang terkait dengan fokus penelitian yang berupa dokumen dan lainnya. Dokumen
tersebut dapat berbentuk buku-buku dan literature yang relevan dengan masalah
yang sedang diteliti. Data sekuender dalam penelitian ini berupa dokumen yang
berkaitan tentang Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Di Kota Bandar Lampung. Keterangan informasi pengambilan data

sekuender peneliti sajikan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 5.0

No | Keterangan Informasi Data Sumber Data Waktu
Sekuender Peneliti Pengambilan
Data Sekuender

1. | Peraturan Daerah Nomor 17 | Pemerintah Kota | 12 Desember
Tahun 2013 tentang | Bandar Lampung | 2018
perlindungan lahan pertanian Pukul 22.00
pangan pertanian berkelanjutan

2. | Data Jumlah Lahan Di Kota | Badan Pusat | 22 desember
Bandar Lampung Statistik Kota | 2018
Bandar Lampung | 11.00

3. | Peraturan Walikota Nomor 20 | Dinas Pertanian | 6 Februari 2019
Tahun 2015 tentang Pukul 10:57
perlindungan lahan pertanian
pangan pertanian berkelanjutan

4. | Data Luas Lahan Pertanian | Dinas Pertanian 6 Februari 2019
Irigasi dan Non-irigasi Di Kota Pukul 10:57
Bandar Lampung

5. | Data Jumlah Penduduk Di Kota | Badan Pusat | 8 Februari 2019
Bandar Lampung Statistik Kota | Pukul 10:57
Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti
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F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tersebut, dibutuhkan suatu
teknik dalam pengumpulannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan
penting dalam sebuah penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup
hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Pada
pendekatan ini, untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai
sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis tersebut
cenderung tentatif dan tidak lengkap. Untuk melakukan pengumpulan data yang
dibutuhkan, dalam metode ini ada tiga teknik dalam pengumpulannya yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan
beberapa narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan
masalah penelitian. Menurut Nasution wawancara adalah suatu bentuk
komunikasi verbal dan semua percakapan bertujuan untuk mendapatkan informasi
dan dilakukan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan

hipotesis penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada
subjek penelitian. Dengan mengumpulkan dokumentasi peneliti mendapat
instrument tambahan dalam penelitian yang tidak langsung ditujukan pada subjek
penelitian. Seperti data-data mengenai penggunaan lahan di Kota Bandar
Lampung, Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan, serta data berbentuk file atau dokumen.
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3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
melakukan pengamatan pada masalah penelitian untuk mendapatkan data-data
deskriptif. Dalam menggunakan observasi yang terpenting adalah mengandalkan
pengamatan dan ingatan peneliti. Ada dua indera vital didalam melakukan
observasi yaitu mata dan telinga. Namun, dalam melakukan pengamatan pada
penelitian ini, mata lebih dominan dibandingkan telinga (1996:54). Adapun
pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung
yakni mengenai observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengamati dan
mewawancarai yang berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan itu sendiri. Selain itu,
peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-
gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan

untuk mendapatkan hasil analisis yang mendalam.

G. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman (2013:199-200) tahapan analisis data adalah

sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk
mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti
dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan pra-Riset.
Dalam kegiatan pra-Riset ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan
Evaluasi Kebijakan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan Di Kota Bandar Lampung.
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2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing, dan
penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan
dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam
penelitian ini  meliputi: perekapan hasil wawancara, pengamatan, dan
dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-
catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan
fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan
diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi
Kebijakan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di

Kota Bandar Lampung

3. Tampilan Data (display data)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang
terorganisir dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk
narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat
dilakukan. Pada penelitia ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel,
gambar, atau foto. Tetapi yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data

dalam penelitian ini adalah teks naratif.

4. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi
atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini
data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola atau tema serta hal-hal

yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan



50

kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data
hasil peneuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam bab Tinjauan
Pustaka, serta dengan pengambilan objek intisari dari rangkaian hasil penelitian

berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

H. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data
dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat logis. Analisis data merupakan
proses mengolah dan menginterpretasikan data dengan tujuan mendudukan
berbagai informasi sesuai dengan fungsinya sehingga memiliki makna. Ada dua

tahap dalam menganalisis data, yaitu:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana proses melakukan keterbacaan konsistensi data
yang sudah terkumpul. Tahapan editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam
penelitian ini  menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai
Communication, Resource, Disposition, Bueraucratic Struktures, dalam evaluasi

kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan di Kota Bandar Lampung.

2. Interpretasi data

Interpretasi data yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun
narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan
kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan
dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan

informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai proses pelaksanaan
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kebijaka yang diterapkan, hal yang menunjang komunikasi dalam evaluasi

kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan di Kota Bandar Lampung.

I. Teknik Keabsahan Data

1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria
derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya
menggantikan konsep validitas internal dan non-kualitatif. Kriteria ini berfungsi
untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan
penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil
penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang
sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan

triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu. Denzin (2007:332) membedakan empat macam
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber,

metode, penyidik dan teori.

Untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat atau kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
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2. Teknik memeriksa keteralihan data (transferability)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan ‘“uraian rinci”, yaitu dengan
melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan
konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai
dengan uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan
konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut,
peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam

hasil pembahasan.

3. Teknik memeriksa kebergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Seiring terjadi peneliti
tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti
seperti ini perlu diuji dependability-nya dan untuk mengecek apakah hasil
penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan
pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf

kebenaran data serta penafsirannya.

4. Kepastian data (confirmability)

Kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang
ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat
ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh

komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang
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dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika
penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telah

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data.



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung yang merupakan pusat

pemerintahan, sosial, politik, kebudayaan, dan kegiatan ekonomi, perdagangan,

industri serta pariwisata. Secara geografis kota Bandar Lampung berada terletak

pada kedudukan 5*20° sampai dengan 5*30 lintang selatan dan 105*28” sampai

dengan 105*37° bujur timur. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22

km2, yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan batas wilayah

sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung

c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan

d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan juga

Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran

1. Kondisi Topografi dan Geografi
Kota Bandar Lampung sebagian besar lokasinya terletak di ketinggian 700 meter

di atas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:
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a. Daerah pesisir pantai yaitu Teluk Betung Dan Panjang

b. Daerah perbukitan yaitu Teluk Betung Utara

c. Daerah Dataran Tinggi serta bergelombang di sekitar Tanjung Karang Barat
yang dipengaruhi oleh Gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok

d. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian selatan

Kota Bandar Lampung juga terdapat beberapa aliran sungai yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya Way Awi, Way Balau, Way Kuala,
Way Simpur, dan lain-lain, yang bisa digungakan oleh masyarakat seperti
pertanian dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Dimana panjang sungai-sungai
kecil di Bandar Lampung tidak terlalu panjang antara 3-15 Km. selain itu wilayah
Bandar Lampung merupakan perbukitan diantaranya, Gunung Klutum, Gunung

Kunyit, Gunung Kapuk dan lain-lain.

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Secara Administratif Bandar Lampung terbentuk pada tanggal 17 Juni 1983
sebagai bagian dari wilayah kota dalam pembentukan keresidenan Provinsi
Lampung, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
1964. Kota Bandar Lampung pada awalnya adalah Kota Praja Tanjung Karang-
Teluk Betung yang berstatus sebagai kota kecil. Kemudian pada tahun 1975,
berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah
tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka Bandar Lampung diperluas dengan
pemekaran dari yang tadinya 4 kecamatam dan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan

dan 58 kelurahan, yaitu:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Kecamatan Kedaton

Kecamatan Sukarame

Kecamatan Tanjung Karang Barat
Kecamatan Tanjung Karang Pusat
Kecamatan Tanjung Karang Timur
Kecamatan Teluk Betung Utara
Kecamatan Teluk Betung Selatan
Kecamatan Teluk Betung Barat
Kecamatan Teluk Betung Timur
Kecamatan Bumi Waras
Kecamatan Kedamaian
Kecamatan Langkapura
Kecamatan Panjang

Kecamatan Kemiling

Kecamatan Labuhan Ratu
Kecamatan Enggal

Kecamatan Sukabumi

Kecamatan Tanjung Senang
Kecamatan Rajabasa

Kecamatan Way Halim

55
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3. Para Walikota Bandar Lampung
Sampai saat ini, terhitung sudah 11 orang putra terbaik Lampung menjadi

pemimpin di Kota Bandar Lampung, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 6.0

No. | NAMA PERIODE
1. SUMARSONO 1956-1957
2. H. ZAINAL ABIDIN PAGAR ALAM 1957 — 1963
3. ALIMUDIN UMAR, SH 1963 — 1969
4, Drs. H.M. THABRANIE DAUD 1969 - 1976
5. Drs. H. FAUZI SALEH 1976 — 1981
6. Drs. ZULKARNAIN SUBING 1981 - 1986
7. Drs. NURIN MUHAYAT 1986 — 1996
8. Drs. SUHARTO 1996 — 2005
9. Drs. EDDY SUTRISNO, M.Pd 2005 - 2010
10. | Drs. H. HERMAN HN, MM 2010 — Sekarang

Sumber: Diolah oleh peneliti

B. Gambaran Umum Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

Kantor Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, sebelum tanggal 1 Januari 1964
masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk
berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1959. Yang berbeda dari Provinsi Lampung
sendiri ialah segala urusan yang ada masih menjadi urusan rumah tangga

Sumatera Selatan yang diserahakan ke Dati Il (Daerah Tingkat Dua) Lampung.
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Sebagai bagian dari Dati | (Daerah Tingkat Satu) Sumatera Selatan menjadi Dinas

Pertanian rakyat Kabupaten Dati |1 Lampung.

Urusan Pemerintah pusat dalam masalah pertanian diserahkan pada Dati |

Sumatera Selatan daerah Nomor 41 tahun 1951, adalah:

1.

2.

8.

9.

Soal pertanian rakyat

Pendidikan

Soal penyelidikan percobaan, persediaan benih, bibit dan tanaman-tanaman
serta alat-alat pertanian

Pemberantasan dan pencegahan penyakit tanaman

Propaganda dan demonstrasi pertanian

Rapat-rapat dengan materi pertanian

Penyerahan urusan-urusan lain dari pertanian pada Provinsi Lampung
Menyerahkan urusan-urusan pada daerah otonomi

Bentuk dan jabatan Provinsi Lampung

10. Bangunan-bangunan, tanah-tanah, hutang piutang

11. Pegawai

12. Keuangan

Terhitung sejak 1 Januari 1964 berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1964 maka

dibentuk Dati | Lampung yang meliputi wilayah Daerah Tingkat I, Lampung

Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Kota Madya Tanjung Karang-

Teluk Betung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tanggal 29

Desember, Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Lampung
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kembali berubah menjadi ”Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bandar Lampung”

2. Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

a. Visi

Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung mempunyai visi sebagai berikut:
“Meningkatkan Produksi dan nilai tambah produk mendukung, peningkatan

pendapatan menuju masyarakat tani yang sejahtera”

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan, maka misi Dinas Pertanian adalah Sebagai

berikut:

- Meningkatkan ketersediaan secara prasarana pertanian

- Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura yang unggul dan
berkualitas berbasis IPTEK dan sumber daya local serta berwawasan
lingkungan

- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian

3. Tujuan Dinas Pertanian

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan pelaksanaan
kegiatan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung adalah meningkatkan produksi
dan nilai tambah produksi dan nilai tambah produk pertanian yang unggul dan

berkualitas serta meningkatkan pendapatan masyarakat tani.
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4. Tata Kerja Perusahaan
Disiplin bekerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat
terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak
tertulis. Apabila keharusan, tidak diikuti atau melanggar, maka akan mendapat
sanksi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai pengendalian kerja keharusan
yang akan dimuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disiplin kerja
antara lain:

- Upacara bendera atau apel setiap hari

- Senam pagi setiap hari Jum’at

- Memakai seragam Pegawai Negri Sipil, kecuali hari Jum’at dan

memakai seragam KORPRI pada hari-hari besar tertentu

- Mematuhi jam kerja dinas

C. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar
Lampung
Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsure Pelaksanaan Pemerintah
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung mempunyai
fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dibidang perumahan dan permukiman

Kota Bandar Lampung, pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah
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Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas lain

yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar

Lampung tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun

2008, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Bandar Lampung. Adapun tugas pokok dari Dinas Perumahan dan

Permukiman tersebut adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam hal

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan

penataan ruang kota. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota

Bandar Lampung memiliki beberapa fungsi yaitu:

- Perumusan kebijakan teknis , perencanaan, pemanfaatan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian dibidang penataan ruang kota

- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

lingkupnya

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh
Sekretasis Dinas dan 4 Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung memiliki

susunan organisasi sebagai berikut:
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1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub. Bagian Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi
b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kota, membawabhi :
a. Seksi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
b. Seksi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Kota
c. Seksi Evaluasi Rencana dan Pengembangan Kota
4. Bidang Pengukuran, Pemetaan, dan Dokumentasi, membawahi :
a. Seksi Pengukuran
b. Seksi Pemetaan
c. Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi
5. Bidang Penataan Bangunan, membawabhi :
a. Seksi Konstruksi
b. Seksi Pengendalian dan Penegakan Hukum

c. Seksi Penyuluhan dan Pelaporan

Dalam melaksanakan fungsinya, masing-masing bidang selalu melakukan upaya
penyesuaian sejalan dengan besaran tingkat kebutuhan pelayanan yang menjadi

tuntutan masyarakat Kota Bandar Lampung.
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4. Peraturan Daerah Lampung Nomor 17 Tahun 2013 Tentang

Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan
tersebut dikeluarkan berbetuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut
bertujuan untuk mengatur lahan pertanian yang akhir-akhir ini banyak dialih
fungsikan menjadi perumahan dan permukiman juga pabrik indsutri, yaitu yang
berisi Tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan. Tujuan
Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur alih fungsi lahan yang terjadi
Daerah Lampung.
Isi dari Peraturan Daerah Tersebut adalah :
- Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan
- Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
terhadap:
a. Lahan pertanian pangan
b. Lahan cadangan pertanian pangan
- Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan
terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering
- Perencanaan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan
terhadap
a. Tanah terlantar

b. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan
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- Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a. Kebijakan
b. Strategi
c. Program

d. Rencana pembiyaan

e. Evaluasi

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tersebut tentang perlindungan lahan
pangan pertanian berkelanjutan ditanda tangani oleh Sjahroedin Z. P. selaku
Gubenur Lampung. Peraturan Daerah ini telah disampaikan kepada seluruh

jajaran Pemerintah Di Kota Bandar Lampung.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini, penulis akan memaparkan hasil penelitian
sesuai dengan fakta dan data yang sebelumnya telah diperoleh dari data primer
dan sekuender seperti yang terdapat di masyarakat, instansi pemerintahan,
kelompok sasaran dan yang paling penting sudah melihat langsung kondisi yang
terjadi di lapangan. Wawancara bersama informan sesuai dengan kebutuhan

penelitian telah dilakukan.

Hasil penelitian terkait dari evaluasi kebijakan tentang perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung, upaya pemerintah
dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Bandar Lampung yang
tertuang pada Peraturan Daerah Lampung Nomor 17 Tahun 2013, akan diuraikan
berdasarkan indikatornya yaitu Communication (Komunikasi), Resource (Sumber
Daya), Disposition (Disposisi), dan Bureaucratic Structures (Struktur Birokrasi).

Berikut adalah uraian dari setiap indikator:

1. Communication (Komunikasi)

Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang,
kelompok, organisasi, serta masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi
agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi

dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak
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atau beberapa pihak. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan
pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk dalam bahasa sinyal,
bicara, tulisan, gerakan, dan penyiaran. Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan
kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan

dampak-dampak yang buruk bagi pelaksana kebijakan.

Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Pertanian telah melakukan

kordinasi terkait fenomena alih fungsi lahan lalu melakukan kegiatan sosialisai

kepada para petani dan pemilik lahan di Kota Bandar Lampung. Hal ini

disampaikan oleh Yaumil selaku Sekretaris Dinas Pertanian melalui wawancara

sebagai berikut:
“Untuk para petani dan pemilik lahan yang lahannya dialiri saluran irigasi
kami sudah melakukan sosialisasi tetapi terkait petani yang lahannya tadah
hujan kami tidak punya wewenang apapun karena dari pihak pemerintah
sendiri tidak ikut berkontribusi terhadap lahan sawah yang tadah hujan
tersebut.” (wawancara dengan Ir. Yaumil Khair selaku Sekretaris Dinas
Pertanian Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 6 Februari 2019,
pukul 10.57).

Hal ini juga dibenarkan oleh Reza Saputra sebagai pemilik lahan di Kecamatan

Sukarame, sebagai berikut:
“Waktu itu sudah pernah ada semacam pemberitahuan mas dari Dinas
Pertanian kalau tidak salah” (Wawancara terhadap pemilik lahan pertanian
non-irigasi di daerah Sukarame, Bandar Lampung 8 Februari 2019 Pukul
12.30).

Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung

dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung juga tidak

dilakukan secara menyeluruh karna masih ada beberapa kelompok petani yang
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belum mengetahui peraturan tentang alih fungsi lahan tersebut seperti pernyataan
Bayu Anindita sebagai salah satu pemilik lahan menyatakan bahwa:
“Tidak ada mas, dari dulu waktu saya masih jadi petani di lahan sendiri

belum ada sosialisasi terkait masalah alih fungsi lahan atau perlindungan
lahan seperti itu mas” (Wawancara terhadap pemilik lahan pertanian non-

irigasi di daerah Sukarame, 8 Februari 2019 Pukul 15.45).
Salah satu bentuk upaya dari Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung dalam
mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi di Daerah Kota Bandar Lampung
yaitu telah melakukan kordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota
Bandar Lampung, hasil dari kordinasi tersebut ialah terbitnya sebuah kebijakan
baru yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun
2015 Tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan, yang memuat
upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian guna
mewujudkan  kemandirian secara pangan dan demi  menghindari

ketidakseimbangan ekosistem.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tersebut berisi tentang
perlindungan terhadap sawah yang dialiri irigasi dan pemberian insentif terhadap
petani dan pemilik lahan yang lahannya dialiri oleh saluran irigasi. Berikut adalah

tabel lahan irigasi dan tadah hujan di Kota Bandar Lampung:
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Kota Bandar

Lampung
No. | Kecamatan Irigasi Tadah Hujan Total
1 Teluk Betung Barat - 19.43 19.43
2 Teluk Betung Timur - - -
3 Teluk Betung Selatan - - -
4 Bumi Waras - - -
5 Panjang - - -
6 Tanjung Karang Timur - 18.34 18.34
7 Kedamaian - - -
8 Teluk Betung Utara - 1.21 1.21
9 Tanjung Karang Pusat - - -
10 | Enggal - - -
11 | Tanjung Karang Barat - - -
12 | Kemiling - 31.21 31.21
13 | Langkapura - 10.66 10.66
14 | Kedaton - - -
15 | Rajabasa 245.97 241.00 486.97
16 | Tanjung Senang - 133.44 133.44
17 | Labuhan Ratu - 2.56 2.56
18 | Sukarame - 151.93 151.93
19 | Sukabumi - 53.38 53.38
20 | Way Halim - - -
Total 245.97 663.06 909.03

Sumber Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung 2018
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Hal tersebut juga disampaikan oleh Yaumil selaku Sekretaris Dinas Pertanian

Kota Bandar Lampung bahwa:
“Untuk sawah yang dialiri pengairan irigasi tersebut dilindungi oleh
pemerintah, kalau untuk lahan sawah yang tidak dialiri oleh saluran irigasi
pemerintah tidak punya wewenang karena sepenuhnya tanggung jawab
pemilik sawah.” (wawancara dengan Ir. Yaumil Khair selaku Sekretaris
Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 6 Februari
2019, pukul 10.57).

Upaya dari pihak pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah di

Kota Bandar Lampung juga disampaikan oleh Harry Gumanti selaku bagian

humas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberikan insentif kepada
petani-petani yang di Kota Bandar Lampung sendiri dan juga pemerintah
memberikan bantuan dengan cara membantu meyalurkan hasil pertanian
tersebut ke pasar.” (wawancara dengan Harry Gumanti M.M selaku
Bagian Humas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung,
Bandar Lampung 7 Februari 2019, Pukul 09.00).
Beberapa pertanyaan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa
upaya dari pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengendalian alih fungsi
lahan sawah di Kota Bandar Lampung masih belum maksimal di karenakan
pemberian insentif kepada para petani belum dilakukan secara merata, pasalnya
hanya petani yang lahannya di aliri saluran irigasi yang mendapat insentif dan
disinsentif dari pemerintah dan juga kurangnya kontribusi pemerintah dalam
membantu petani yang lahannya non-irigasi sehingga pemerintah tidak punya

wewenang apabila lahan tersebut dijual lalu dialih fungsikan menjadi permukiman

selain itu sebagian besar kelompok petani belum mengetahui tentang adanya
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aturan alih fungsi lahan tersebut dan tidak ada bukti dokumentasi apapun terkait

kegiatan sosialisasi tersebut.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan juga disebutkan pada Bab IV Pasal 9 dan pada

Bab V Pasal 11 dan 12 pemberian insentif terhadap pemilik lahan dan petani

penggarap hanya diberikan pada lahan sawah yang dialiri pengairan irigasi

berupa:

- Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

- Pengembangan Infrastruktur pertanian

- Hasil Penelitian dan Pengembangan benih dan bibit unggul

- Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi

- Fasilitasi prasarana dan sarana produksi pertanian

- Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui
pendaftaran tanah secara sporadic dan sistematik

- Dan penghargaan bagi petani berprestasi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung terkesan selalu melempar tanggung jawab
atas fenomena alih fungsi lahan kepada Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung
dan tidak ada dokumentasi apapun terhadap kegiatan dalam rangka

mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi.



70

Dari pemaparan para informan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator
komunikasi tidak terlaksana dengan baik karena masih ada kelompok sasaran
kebijakan yaitu para petani yang tidak mendapat sosialisasi terkait dengan
peraturan alih fungsi lahan dan tidak ada bentuk dokumentasi apapun terkait
kegiatan sosialisasi tersebut.

2. Resource (Sumber Daya)

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan harus ditunjang dengan ketersediaan
sumberdaya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu
dilakukan secara cermat, jelas, konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan
sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan cenderung tidak dapat
berjalan dengan maksimal. Tanpa didorong dengan sumberdaya, kebijakan
hanyalah dokumen yang tidak dapat diwujudkan sebagai solusi dari sebuah
masalah yang sedang terjadi, atau upaya dalam memberikan kesejahteraan kepada

masyarakat.

Oleh karena itu, sumberdaya menjadi salah satu faktor penting dalam
menjalankan serta mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Sumberdaya dalam
pelaksanaan kebijakan diantaranya ialah staf yang memadai, informasi,
pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya. Sumberdaya juga
diperlukan dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung.
Dalam hal ini, beberapa faktor penyebab terjadinya fenomena alih fungsi lahan
memang tidak bisa dihindari karena memang semakin hari populasi penduduk di

Indonesia memang bertambah banyak. Seperti yang disampaikan oleh Harry
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Gumanti selaku bagian humas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar

Lampung:

“faktor pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin banyak
merupakan salah satu penyebab utama terjadinya alih fungsi lahan tidak
bisa dihindari, dan kalau di daerah perkotaan sendiri para petani juga
sudah kurang semangat melakukan kegiatan bercocok tanam karena
biaya transport dan lain-lainnya itu tidah sesuai dengan hasil taninya”
(wawancara dengan Bapak Harry Gumanti M.M selaku Bagian Humas
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Bandar
Lampung 7 Februari 2019, Pukul 09.00).
Beberapa penyataan hasil wawancara dari informan bahwa bisa dinyatakan bahwa

penghambat dalam pengendalian alih fungsi lahan ini adalah faktor pertumbuhan

penduduk yang semakin hari semakin bertambah dan kebutuhan akan lahan

tersebut makin meningkat yang tidak bisa dibendung dan juga ketidaktegasan dari

pihak pemerintah dalam memberikan

sanksi bagi

mengalihfungsikan lahan demi keuntungan pribadi.

para oknum yang

Berikut adalah pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung dari

tahun 2013 sampai tahun 2017:

Tabel 8.0

No. Tahun Laki-laki | Perempuan | Jumlah Sex Ratio
1 2013 475.039 467.000 942.039 102

2 2014 484.125 476.480 960.695 102

3 2015 493.411 485.876 979.297 102

4 2016 502.418 495.310 997.728 101

5 2017 511 371 504.539 1.015.910 101

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2018
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Jika dilihat dari data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung dari Tahun 2013 ke Tahun 2014 jumlah penduduk meningkat 18.656
jiwa, pada Tahun 2014 ke Tahun 2015 jumlah penduduk meningkat 18.602 jiwa,
pada Tahun 2015 ke Tahun 2016 jumlah penduduk meningkat 18.431 jiwa, pada
Tahun 2016 ke Tahun 2017 jumlah penduduk meningkat meningkat 18.182 jiwa.
Jadi setiap tahunnya Kota Bandar Lampung pertumbuhan penduduknya
meningkat sekitar 18.000 jiwa per tahunnya, jumlah ini jika dihitung luas ruang
ideal yang dibutuhkan setiap individu sekitar 7,5 meter persegi berarti kebutuhan
akan luas ruang tersebut di Kota Bandar Lampung sendiri adalah sekitar 135.000

meter persegi setiap tahunnya.

Hal inilah yang memang belum bisa diatasi oleh pemerintah dikarenakan memang
jumlah penduduk yang semakin tahun semakin meningkat dan kebutuhan akan
lahan permukiman terus meningkat yang mau tidak mau akan menggunakan
lahan-lahan yang tadinya produktif menjadi permukiman warga. Selain itu pihak
pemerintah sendiri belum ada tindakan tegas bagi para oknum yang mengalih
fungsikan lahan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya seperti
yang dinyatakan oleh Yaumil selaku Sekretaris Dinas Perumahan dan
Permukiman Kota Bandar Lampung sebagai berikut:
“Kalau sanksi memang ada akan tetapi sejauh ini belum ada tindakan dari
aparat penegak hukum” (wawancara dengan Ir. Yaumil Khair selaku
Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Bandar Lampung 6
Februari 2019, pukul 10.57).

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara dari informan bahwa bisa dinyatakan

sumberdaya dalam Peraturan Tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian
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Berkelanjutan masih sangat kurang, karena dalam melaksanakan peraturan
tersebut pihan-pihak terkait belum bisa menjalankan point-point penting dalam
mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi karena belum ada tindakan atau
sanksi tegas dari pemerintah bagi pelaku yang melakukan alih fungsi lahan

tersebut.

3. Disposition atau Sikap Pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan,
seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila
pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan
menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan
memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari
kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan

efektif dan efisien.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan
terhadap pelaksaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap
dari pelaksanaan. Dalam hal ini hambatan selain faktor pertumbuhan penduduk
ialah pemerintah tidak punya wewenang untuk mengambil tindakan terhadap
lahan selain lahan irigasi. Seperti yang dikatakan oleh Yaumil Khair Sebagai
Sekretaris Dinas Pertanian:
“pemerintah tidak punya wewenang apapun terhadap lahan selain lahan
irigasi karena pemerintah juga tidak punya kontribusi terhadap lahan
sawah seperti tadah hujan, jadi sepenuhnya memang hak pemilik lahan
dan pemerintah tidak bisa mengatur”(wawancara dengan Ir. Yaumil Khair

selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Bandar
Lampung 6 Februari 2019, pukul 10.57).
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Selain tidak adanya wewenang pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi
lahan non-irigasi para petani dan pemilik lahan sawah juga salah satu pihak yang
menyokong alih fungsi lahan sawah di daerah perkotaan itu sendiri, faktor-faktor
yang yang membuat pemilik lahan menjual sawah mereka salah satunya adalah
karena dirasa daerah perkotaan sudah tidak cocok dijadikan tempat bercocok
tanam, seperti yang dikatakan oleh Adi Saputra selaku pemilik lahan sawah:
“Kenapa saya jual? Ya karena kalau bercocok tanam di daerah perkotaan
itu pemasukannya malah kurang mas, soalnya biaya macem-macemnya itu
banyak sekali sedangkan jumlah lahan disini cuma sedikit, tidak sesuai
mas pemasukan sama pengeluarannya. Lagian juga biaya hidup disini juga
kan udah makin besar” (wawancara kepada Adi Saputra selaku pemilik
lahan sawah di daerah Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung 10
Februari 2019 pukul 14.30).
Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam mengendalikan
alih fungsi lahan tersebut belum maksimal karena andil pemerintah dalam

membantu lahan non-irigasi sangat minim sehingga pemerintah tidak punya

wewenang dalam mengatur lahan-lahan tersebut agar tidak dialih fungsikan.

Dari hasi observasi peneliti sikap dari para pelaksana kebijakan masih sangat
kurang dalam menerapkan peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, hal itu disebabkan kurangnya penindakan, pengawasan dan
himbauan dari pihak pemerintah yang juga berpengaruh terhadap pemilik lahan
yang kurang peduli dengan adanya Peraturan Tentang Perlindungan Lahan
Pangan Pertanian Berkelanjutan tersebut karena kurangnya kesadaran akan betapa

pentingnya menjaga lahan pertanian mereka sendiri selain itu faktor biaya hidup
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di daerah perkotaan yang tinggi dan juga tawaran yang menggiurkan dari pihak

developer juga menjadi alasan para petani menjual lahan pertanian milik mereka.

4. Bueraucratic Structures atau Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. (Mahmudi, 2012:21).
Kewenangan ini berkaitan dengan sturktur birokrasi yang melekat pada posisi atau
strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.

Pada penelitian ini penulis menemukan salah satu penghambat dalam upaya
pemerintah mengendalikan alih fungsi lahan yang terus terjadi dari tahun ke
tahun. Yaitu, karena pemerintah tidak punya wewenang terhadap lahan pertanian
yang non-irigasi karena pemilik lahan memiliki hak penuh terhadap lahan
tanahnya sendiri. Akibatnya pemerintah tidak bisa mengambil tindakan apabila

terjadi alih fungsi lahan pada lahan non-irigasi.

Dari wawancara saya dapat dari Harry Gumanti pemerintah tidak mengambil
tindakan apapun terhadap pemilik lahan yang menjual lahannya terhadap
pengusaha yang akan mengalih fungsikan lahan tersebut. berikut adalah
wawancara terhadap Harry Gumanti:

“kalau teguran terhadap pemilik lahan yang menjual lahannya belum
adakarena sepenuhnya lahan tersebut adalah hak dan milik mereka dan
kalau sanksi yang terhadap pemilik lahan yang mengalih fungsikan lahan
terebut memang ada tapi sepertinya belum ada tindakan terhadap
pelakunya” (wawancara dengan Harry Gumanti M.M selaku

Bagian Humas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung,
Bandar Lampung 7 Februari 2019, Pukul 09.00).



76

Dari observasi yang telah penulis lakukan, para pemilik lahan pertanian non-
irigasi tidak mengetahui dampak buruk apabila lahan mereka dijual lalu dialih
fungsikan menjadi permukiman atau industri. Kurangnya perhatian pemerintah
terhadap kalangan petani dan sektor pertanian juga menjadi salah satu penyebab
petani dengan lahan non-irigasi menjual lahan mereka seperti yang disampaikan
oleh Adi Saputra selaku Petani sekaligus Pemilik Lahan:

“Bantuan dari pemerintah juga cuma sedikit mas, jadi saya juga susah

kalau mau pertahanin sawah saya, mending saya jual terus buka usaha

dikampung.”’(wawancara kepada Adi Saputra selaku pemilik lahan sawah

di daerah Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung 10 Februari 2019 pukul
14.30).

Hasil wawancara tersebut menyatakan kurangnya perhatian dari pemerintah
merupakan suatu hambatan terhadap upaya-upaya pemerintah itu sendiri. Karena
hal tersebut lah yang membuat para petani tidak mempertahankan lahannya

tersebut dan menjualnya.

Dari hasil observasi peneliti pemerintah juga kurang maksimal menjalankan
peraturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada,
dapat dilihat bahwa teguran maupun sanksi terhadap pemilik sawah yang menjual
lahannya dan pemilik lahan yang telah membeli lahan tersebut kemudian dialih

fungsikan belum ada.
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No. | Indikator Wawancara Dokumentasi | Observasi Analisis

1. Komunikasi Dinas Pertanian Dokumentasi Pihak dari Komunikasi
adalah suatu Kota Bandar berbentuk foto Dinas yang dilakukan
proses dimana Lampung telah dilampiran Perumahan antar Dinas
seseorang atau mengkomunikasikan dan terkait kurang
kelompok, masalah alih fungsi Permukiman maksimal
organisasi, serta | lahan dengan Dinas kurang dikarenakan dari
masyarakat Perumahan dan mengetahui pihak Dinas
mencipatakan Permukiman dan fenomena alih | Perumahan dan
dan telah fungsi lahan Permukiman

menggunakan
informasi agar
terhubung
dengan
lingkungan dan
orang lain.

Hal ini berperan
penting dalam
pelaksanaan
karena menjadi
acuan bagi
implementator
agar mengetahui
persis apa yang
dikerjakan.
Komunikasi
dapat juga
dinyatakan
sebagai
pengarah agar
pelaksanaan
kebijakan tidak
keluar dari
sasaran yang
diinginkan.
Berkenaan
dengan
bagaimana
kebijakan yang
telah ditetapkan
dikomunikasika
n dengan baik
kepada
organisasi atau
publik yang
berlaku sebagai
pihak yang
terlibat dalam
pelaksanaannya.

mengkordinasikanny
a dengan Pemerintah
Kota Bandar
Lampung dan juga
telah di terbitkan
melalui Peraturan
Walikota Nomor 20
Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan.

yang terjadi di
Kota Bandar
Lampung dan
dari hasil
wawancara
terhadap para
petani dapat di
simpukan
bahwa
peraturan
tentang
kebiakan alih
fungsi lahan
tidak
dikomunikasik
an dengan
baik karena
masih ada
petani yang
tidak
mengetahui
tentang
peraturan
tersebut dan
tidak ada pula
himbauan
ataupun
Sosialisasi
terkait alih
fungsi lahan.

sendiri terkesan
terlalu
melempar
tanggung jawab
terhadap Dinas
Pertanian dan
komunikasi
yang dilakukan
terhadap petani
masih sangat
minim. Jadi
pemerintah
akan hanya
terkesan hanya
menerbitkan
peraturan
walikota tetapi
tidak
disosialisasikan
secara
menyeluruh
kepada target.
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Sumber Daya Faktor pesatnya Tidak ada Observasi Sumberdaya
adalah dalam pertumbuhan Bentuk yang telah manusia yang
pelaksanaan penduduk dan dokumentasi dilakukan mengupayakan
kebijakan harus | kebutuhan akan peneliti bahwa | agar alih fungsi
ditunjang oleh tempat tinggal benar faktor lahan dapat
ketersediaan menjadi sebuah pertumbuhan | terkendali bisa
sumberdayanny | fakta yang tidak bisa penduduk dan | dikatakan cukup
a baik manusia, | dihindari, akan kebutuhan akan tetapi
materi dan tetapi seharusnya akan tempat memang ada
metode. lahan yang di alih tinggal tidak faktor-faktor
Pelaksanaan fungsikan menjadi dapat penyebab yang
kebijakan perumahan maupun dihindari tidak bisa
publik perlu sektor industri yang dikarenakan di | dihindari dalam
dilakukan beralih fungsi Indonesia fenomena alih
secara cermat, harusnya dibuka sendiri angka | fungsi lahan
jelas, dan dengan lahan baru kematian lebih | tersebut, dan
konsisten, tetapi | untuk menggantikan sedikit dari pada setiap
jika para lahan yang telah angka tahunnya
pelaksana beralih fungsi kelahiran dan | dengan jumlah
kekurangan tersebut. setiap pertumbuhan
sumberdaya tahunnya penduduk yang
yang penduduk di meningkat
diperlukan, Kota Bandar sekitar 18.000
maka Lampung jiwa berarti
pelaksanaan setidaknya dibutuhkan
surat edaran meningkat paling tidak luas
akan cenderung sekitar 18.000 | ruang setiap
tidak dapat jiwa. tahunnya sekitar
dilaksanakan 135.000 meter
dengan persegi setiap
maksimal. tahunnya.
Tanpa

dukungan

sumberdaya,

kebijakan hanya

akan menjadi

dokumen yang

tidak dapat

diwujudkan

untuk

memberikan

solusi terhadap

suatu masalah

yang terjadi di

masyarakat

Disposisi atau Faktor lain yang Dokumentasi Hasil Sikap pelaksana
sikap pelaksana | membuat lahan berbentuk foto Observasi dalam

adalah watak beralih fungsi di lampiran yang peneliti | mengupayakan
dan menjadi perumahan, lakukan di pengendalian
karakteristik permukiman dan lapangan alih fungsi lahan
yang dimiliki industry adalah dapat masih sangat
oleh setiap karena pemerintah disimpulkan minim
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pelaksana tidak memiliki bahwa dikarenakan
kebijakan wewenang untuk pemerintah pihak
seperti mengatur lahan tidak memiliki | pemerintah
komitmen, irigasi dikarenakan wewenang kurang
disiplin, pemerintah juga dalam memperhatika
kejujuran, tidak ada andil mengatur kebutuhan para
kecerdasan dan | dalam lahan non- petani akan
sifat demokratis. | mengembangkan irigasi bantuan-bantuan
Sikap pelaksana | lahan tersebut dikarenakan seperti
berkenaan pemerintah bibit,pupuk
dengan sendiri tidak obat-obatan dllI.
kesediaan dari memiliki
para pelaksana kontribusi
untuk terhadap lahan
melaksanakan sawah non-
kebijakan irigasi, selain
tersebut. Dalam itu pemerintah
melaksanakan juga belum
kebijakan tidak mempunyai
hanya program untuk
pengetahuan mempertahank
dan kemampuan an lahan-lahan
yang sawah agar
dibutuhkan, tidak dialih
namun kemauan fungsikan
untuk menjadi
menerapkan permukiman
kebijakan juga ataupun
dibutuhkan. pabrik-pabrik

industri
Kewenangan Pemerintah tidak Peraturan Observasi Kurangnya
atau struktur memiliki wewenang | Walikota Nomor | yang perhatian dari

birokrasi adalah
merupakan
otoritas
legitimasi bagi
para pelaksana
dalam
melaksanakan
kebijakan yang
ditetapkan
secara politik.
Kewenangan ini
berkaitan
dengan struktur
birokrasi yang
melekat pada
posisi atau strata
kelembagaan
atau individu
sebagai
pelaksana

terhadap lahan non-
irigasi apabila lahan
tersebut dialih
fungsikan menjadi
permukiman
ataupun industry.

Pemerintah juga
belum membuka
lahan bagi lahan
pertanian yang
harusnya di alih
fungsikan menjadi
perumahan ataupun
industri seperti yang
seharusnya

20 Tahun 2015
Tentang
Perlindungan
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan

dilakukan oleh
peneliti dapat
disimpulkan
bahwa
peraturan
Tentang
Perlindungan
Lahan Pangan
Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
tidak efektif
karena
minimnya
program dan
kegiatan dari
pemerintah
untuk
mempertahank
an lahan-lahan

pemerintah juga
menyebabkan
para petani tidak
dapat
mempertahanka
n lahan-lahan
yang ada
diperkotaan.
Lalu ketidak
tegasan
pemerintah
dalam memberi
sanksi terhadap
oknum yang
mengalihfungsik
an lahan
pertanian
menjadi
permukiman
maupun industri




80

kebijakan.
Kesesuaian
dengan
organisasi
birokrasi yang
menjadi
penyelenggara
pelaksanaan
kebijakan
tersebut. Hal
inilah yang
nantinya akan
memberikan
dampak bagi
pelaksanaan
kebijakan, sebab
bila organisasi
yang
menyelenggarak
an implementasi
memiliki
struktur
birokrasi yang
buruk atau
lemah, maka
hasil dari
penerapan
kebijakan pun
tidak akan baik
atau bahkan

gagal.

sawah yang
produtktif.

juga menjadi
sebab fenomena
alih fungsi lahan
terus berlanjut di
Kota Bandar
Lampung.

Sumber diolah oleh peneliti




VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya
pemerintah dalam menerapkan kebijakan perlindungan lahan pangan pertanian
berkelanjutan di Kota Bandar Lampung belum maksimal, pasalnya hanya lahan
sawah yang dialiri saluran irigasi yang dilindungi oleh Peraturan Walikota Nomor
20 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sedangkan lahan sawah yang tadah hujan belum ada upaya apapun dari
pemerintah karena pemerintah sendiri tidak punya wewenang terhadap lahan
tersebut. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah:
1. Communication
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan Dinas Perumahan
dan Permukiman Kota Bandar Lampung terkesan selalu melempar tanggung
jawab atas fenomena alih fungsi lahan kepada Dinas Pertanian Kota Bandar
Lampung dan tidak ada dokumentasi apapun terhadap kegiatan dalam rangka
mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi.
2. Resource
Secara sumber daya pemerintah memang sudah memaksimalkan sebagaimana
mestinya upaya pengendalian alih fungsi lahan tersebut, akan tetapi karna

faktor pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat dan kebutuhan akan
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tanah akan terus meningkat pemerintah tidak dapat membendung agar tidak
terjadinya alih fungsi lahan tersebut tetapi telah melindungi lahan yang telah
ada agar tidak beralih fungsi sehingga dapat menjaga ketahanan pangan secara
mandiri.

Diposition atau Sikap Pelaksana

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah memberikan insentif kepada para
petani yang lahannya dialiri saluran irigasi sebagai bentuk apresiasi terhadap
mereka telah membantu ketahanan pangan, akan tetapi tidak membendung
para petani yang lahannya tadah hujan agar tidak menjual tanahnya untuk
dialih fungsikan menjadi permukiman ataupun industry karena memang
pemerintah tidak punya wewenang terhadap lahan mereka dan pemerintah

sendiri tidak ada kontribusi apapun pada lahan mereka.

. Bueraucratic Structure

Berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah dalam mengendalikan alih
fungsi lahan sawah di Kota Bandar Lampung masih belum maksimal
dikarenakan lahan yang tidak dapat dilindungi hanya lahan yang dialiri oleh
saluran irigasi saja sedangkan lahan yang tadah hujan tidak dapat dilindungi
karena pemerintah tidak punya wewenang. Hal ini disebabkan kurangnya
kontribusi pemerintah dalam mengelola sector pertanian yang ada, apabila
pemerintah telah melakukan kontribusi besar terhadap sector pertanian
tentunya lahan tersebut bias dilindungi dengan alasan pemerintah juga

memiliki andil besar dalam menjaga lahan tadah hujan tersebut.
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. Saran

Saran yang dapat penulis berikan perihal upaya pemerintah dalam
mengendalikan alih fungsi lahan di Kota Bandar Lampung agar upaya tersebut

dapat dimaksimalkan adalah:

. Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 karena tidak efektif

dalam melindungi lahan pertanian yang ada, selain karena pemborosan
anggaran yang dikeluakan untuk menerbitkan peraturan tersebut, karena
seharusnya peraturan tersebut dibuat agar dapat memecahkan suatu masalah
yang ada di masyarakat dan jika tujuan dari peraturan tersebut tidak terwujud
peraturan ataupun kebijakan hanyalah menjadi sebuah dokumen yang tertulis
yang tidak dapat menjadi sebuah solusi

. Pemerintah seharusnya memberikan insentif juga kepada para petani yang
lahan sawahnya tidak dialiri saluran irigasi agar para petani tidak menjual
lahan sawahnya dan kemudian dialih fungsikan oleh oknum yang tidak tahu
akibat yang ditimbulkan pengalihan fungsi lahan tersebut.

. Pemberian bantuan juga harus dilakukan secara merata kepada para petani,
apabila petani yang lahan sawahnya tidak dialiri saluran irigasi pemerintah
dapat memberikan bantuan lain berupa pemberian pupuk ataupun penyaluran
hasil pertaniannya agar dapat dikelola dengan maksimal.

. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri harus memperitmbangkan potensi
terjadinya bencana alam apabila terjadi alih fungsi lahan di beberapa daerah
tertentu yang minim daerah resapan air yang apabila terjadi akan sangat

merugikan banyak pihak.
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